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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

A. POKOK PERMASALAHAN

Dalam rangka turut mensukseskan pembangunan di Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya

yang biasanya membutuhkan pembiayaan yang sangat besar kehadiran pihak swasta dirasakan perlu sekali.

<br><br>

Pada kesempatan inilah kehadiran Lembaga Pembiayaan Leasing tepat sekali, karena lembaga ini akan

membantu pengadaan barang-barang modal yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut.

<br><br>

Lembaga Pembiayaan Leasing yang memang bukan lembaga asli Indonesia, tidak diatur secara khusus oleh

undang-undang sebagaimana di negara asal dari berkembangnya leasing.

<br><br>

Sehubungan dengan sistim hukum dan sistim perekonomian negara penerima yang berbeda dengan negara

asal leasing, timbul beberapa permasalahan antara lain masalah permodalan yang dibutuhkan oleh

perusahaan leasing, bentuk badan usaha, masalah dasar perundingan yang memungkinkan dipraktekkannya

leasing dan masalah perjanjian yang akan menyangkut obyek hukum dari barang yang menjadi obyek

perjanjlan,

<br><br>

B. METODE RESEARCH

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode research berupa :

1. Kepustakaan yang berupa :

- Literatur-literatur

- Karya-karya Ilmiah

- Majalah

- Koran

- Dan lain-lain.

2. Wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan materi skripsi ini.

3. Menghadiri Seminar Leasing.

<br><br>

C. HAL-HAL YANG DITEMUKAN DALAM PEMBAHASAN SKRIPSI INI

Lembaga pembiayaan leasing seperti juga lembaga lembaga lainnya memerlukan landasan peraturan

perundangan untuk dapat dipraktekkan.

Untuk leasing ditemukan pada :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1338 jo 1320

2. Keputusan-Keputusan Menteri yang berkaitan dengan kegiatan leasing.

3. Keputusan-Keputusan Direktur Jenderal Moneter dan Direktur Jenderal Pajak.
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<br><br>

Perkembangan jumlah perusahaan leasing di Indonesia tampak menyolok sekali pada 5 tahun terakhir yaitu

telah mencapai 53 (lima puluh tiga) buah perusahaan.

<br><br>

Masalah-masalah lain yang dapat ditemukan adalah :

- Masalah sumber permodalan dan bentuk Badan Usafia perusahaan Leasing

- Masalah Bentuk Perjanjian Leasing

- Perbedaan-perbedaan yang terdapat antara leasing dengan perjanjian-perjanjian lainnya yang terdapat

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

- Masalah Penutupan Asuransi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari segi permodalan, kebutuhan dapat dipenuhi dari sumber Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Modal

Dalam Negeri berupa modal sendiri atau kredit per-bank-an sedang modal Luar Negeri berupa penyertaan

modal dari partner asing dalam bentuk joint venture (perusahaan patungan) .

<br><br>

Walaupun tidak diatur secara khusus kenyataannyausaha leasing ini berkembang sangat pesat, terbukti

dengan jumlah perusahaan leasing yang terus meningkat dari

tahun ketahun.

<br><br>

Ternyata usaha leasing memang sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang program pemerintah dalam

menunjang pengembangan sektor swasta khususnya dalam rangka pengadaan barang-barang modal.

<br><br>

SARAN

Untuk memberikan landasan hukum kiranya perlu segera dibuat undang-undang khusus yang mengatur

mengenai leasing.

<br><br>

Selain Itu pula perlu dltlngkatkan perhatian terhadap aspek-aspek hukumnya dari praktek pembiayaan

melalui leasing

ini.

<br><br>

Kwalitas aparatur yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha leasing perlu juga

ditingkatkan.

<br><br>

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya untuk ditingkatkan adaiah masalah alih teknologi dan peranan

asosiasi yang perlu lebih dikonkritkan.


